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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu disusun standar
pelayanan minimum di Universitas Tanjungpura;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang

Standar Pelayanan Minimum Universitas Tanjungpura;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
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Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1570);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1952);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimum  bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

191/0/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura,;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

Pasal 1
Standar Pelayanan Minimum Universitas Tanjungpura, yang
selanjutnya disebut SPM Untan adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh
perguruan tinggi negeri yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Pasal 2
(1) SPM Untan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) SPM Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus
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dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan
Untan.

SPM Untan dilaksanakan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar
Untan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Untan
bertanggung jawab  terhadap pelaksanaan dan

pencapaian SPM Untan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3
Ruang lingkup SPM Untan meliputi komponen:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. layanan administrasi.
Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
) huruf a terdiri atas sub komponen:
kompetensi lulusan;

(1

a

b. isi pembelajaran;

c proses pembelajaran;
d

penilaian pembelajaran;

@

pendidik dan tenaga kependidikan;

f.  sarana dan prasarana pembelajaran;

g. pengelolaan pembelajaran; dan

h. pembiayaan pembelajaran.

Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas sub komponen:

hasil penelitian;

isi penelitian;

a

b

Cc. proses penelitian;
d penilaian penelitian;

e peneliti;

f. sarana dan prasarana penelitian;
pengelolaan penelitian; dan

g
h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
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Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sub
komponen:

hasil pengabdian kepada masyarakat;

isi pengabdian kepada masyarakat;

proses pengabdian kepada masyarakat;

penilaian pengabdian kepada masyarakat;

pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- e a0 T op

sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat;

g. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat.

Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d terdiri atas sub komponen:

a. kemahasiswaan;

b. keuangan;

c. kepegawaian;

d perlengkapan; dan

e. umum.

Pasal 4
Komponen SPM Untan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan
diberikan Untan kepada masyarakat.
Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

SPM Untan wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor Untan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM Untan.
Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM Untan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.
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(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 6
Untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian SPM
Untan, diselenggarakan Sistem Informasi SPM Untan.
Sistem Informasi SPM Untan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
sistem informasi akademik;
sistem informasi kepegawaian,;
sistem informasi perencanaan;
sistem informasi keuangan,;

sistem akuntansi instansi;

" e a0 T op

sistem informasi alumni;

sistem informasi perpustakaan;

> @

sistem informasi persuratan/e-office;

sistem informasi manajemen dan akuntansi barang
milik negara;

j.  sistem informasi publikasi ilmiah/repository;

k. sistem informasi jurnal ilmiah; dan

l. sistem informasi beasiswa nasional.

Pasal 7
Rektor Untan menyusun laporan pelaksanaan dan
pencapaian SPM Untan setiap semester.
Laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM Untan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan
pencapaian SPM Untan dilakukan oleh Dewan Pengawas.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan
teknis dan keuangan.

Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

www.peraturan.go.id



2017, No.617

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Universitas Tanjungpura (Untan) merupakan perguruan tinggi negeri yang
berdiri sejak 20 Mei 1959 dengan nama Universitas Daja Nasional. Dalam
perjalanan Untan sejak didirikan hingga seckarang, telah terjadi banyak
perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Berbagai upaya dilakukan
untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan
kebutuhan pemerintah dan masyarakat luas. Hal itu berarti bahwa warga
Untan harus meluangkan waktu yang lebih banyak, menyiapkan energi yang
lebih besar, serta membangun kepercayaan dan sinergi yang lebih luas dengan
para pemangku kepentingan untuk bekerja secara optimal mewujudkan visi,
misi, dan tujuan-tujuan institusi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperocleh pendidikan yang bermutu. Untan menerjemahkan amanat
tersebut ke dalam S (lima) strategi kebijakan sebagaimana dituangkan dalam
Rencana Strategis Untan (Renstra 2015-2019), yakni peningkatan kualitas
pendidikan tinggi, peningkatan relevansi pendidikan tinggi, peningkatan
pemerataan akses pendidikan tinggi, peningkatan daya saing pendidikan tinggi
dan peningkatan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. Selain itu, sesuai
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, maka Untan juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak
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penyedia pelayanan kepada pelanggan guna memberikan pelayanan yang
berkualitas.

Pelayanan  berkualitas adalah pelayanan yang cepat, mudah,
menyenangkan, akurat, terpercaya, adil serta mengikuti proses dan prosedur
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Manfaat yang diperoleh dari adanya SPM, antara lain memberikan
jaminan kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan dalam kualitas yang
dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada
pelanggan atau masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan
penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan menjadi alat untuk
mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi
kinerja pelayanan.

SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum
yang diberikan oleh Untan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan
kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan
untuk mendapatkan layanan. Penyusunan SPM Untan mengacu pada
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang
relevan.

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan dasar dari pemberi pelayanan sesuai dengan ukuran-ukuran yang
ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perencanaan maupun penganggaran,
peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
agar perguruan tinggi dapat memenuhi SPM dan bahkan meningkatkan
pelayanan di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip SPM yang patut
diperhatikan, yaitu sederhana, konkrit dan mudah diukur, terbuka, terjangkau
dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM Untan merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus
dipenuhi oleh Universitas Tanjungpura dalam melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan agar
menghasilkan sarjana, magister, dan doktor yang berkualitas, berakhlak mulia
dan berkarya luhur di masyarakat. Para lulusan dapat pula memberikan
sumbangan pemikiran yang konstruktif, berperan aktif dalam pemecahan
masalah sosial, dan mampu mengelola sumber daya secara efisien, preduktif,

dan akuntabel.
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Selanjutnya penetapan SPM Untan diperlukan untuk:

1. menjamin hak mahasiswa, masyarakat, dan berbagai pemangku
kepentingan lainnya untuk menerima pelayanan dasar;

2.  menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar
menentukan kebutuhan pembiayaan;

3. menjadi landasan bagi ditentukannya perimbangan keuangan dan/atau
bantuan lain yang lebih adil dan transparan;

4. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen
kerja, yang dapat menjadi dasar pengalokasian anggaran sesuai dengan
tujuan yang lebih terukur;

5. menjadi alat untuk meningkatan pertanggungjawaban Untan terhadap
mahasiswa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; sebaliknya
mahasiswa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat
mengukur tingkat ketercapaian standar layanan yang disediakan;

6. memperjelas tugas pokok dan mendoreng terwujudnya checks and
balances yang efektif dan efesien; dan

7. mendorong transparansi dan parstisipasi mahasiswa, masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

1.2 Daftar Istilah

Pengertian-pengertian istilah dalam SPM:

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur
layanan minimum yang diberikan oleh Untan kepada masyarakat.

2. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah secara sah, baik secara
administratif, maupun secara akademik kuliah pada seluruh jenjang.

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

4. Pembelajaran adalah proses aktif interaktif peserta didik dengan pendidik
dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku dan
tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang harus dimiliki, dihayati, dan
dikuasai seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
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Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu
program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, 1 (satu) semester
setara dengan paling sedikit 16 (enam belas) minggu efektif kuliah atau
kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan penilaian.

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran
waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per
semester dalam proses pembelajaran  melalui  berbagai bentuk
pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu pregram studi.
Tahun akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri
dari dua (2) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yvang terdiri
dari 2 (dua) semester.

Program Pascasarjana adalah penyelenggara pendidikan multidisiplin
pada jenjang vang lebih tinggi dari pendidikan sarjana, yang terdiri atas
program magister dan doktor.

Jurusan adalah unsur pelaksana administrasi akademik (pendidikan,
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dalam lingkungan Untan
sebagai unit kerja yang mengelola sumber daya manusia, administrasi,
dan fasilitas pelaksanaan program studi.

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai dengan sasaran kurikulum.

Laboratorium adalah unit kerja pengampu kompetensi keilmuan beserta
peralatan utama dan pendukung yang mengembangkan mata kuliah.
Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, luaran, hasil
dan/ atau manfaat pelayanan.

Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk
setiap indikator SPM Untan.

Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan
untuk mencapai SPM Untan.

Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
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pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara
lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata
teknik informasi.

19. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabhdian kepada Masyarakat.

21. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem
penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum
NKRI.

22. Standar Nasicnal Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal
tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi
yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.

23. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia.

24. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.

25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

26. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu
cabang pengetahuan dan teknologi.

27. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
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1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43395);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53500);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset,
Teknolegi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 14);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 701);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
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10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1.4 Prinsip - Prinsip SPM
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum mengamanatkan instansi pemerintah dapat
menerapkan badan layanan umum untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan
tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
kesejahteraan umum. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang ditawarkan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas
berdasarkan SPM.

Berkaitan dengan amanat tersebut, Untan menyusun SPM sebagai
panduan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Penyusunan SPM
tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan,
kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses
dan mutu pelayanan.

2.  SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan
dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

3. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan
kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana
yvang tersedia.

4. SPM yang disusun mendukung keberhasilan Indikator Kinerja
Kementerian dan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi yang sudah
tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi dan Rencana Strategis Perguruan Tinggi.

Agar terjadi peningkatan layanan secara berkelanjutan, SPM Untan akan
dimonitor, diakses, dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai kepuasan
pemangku kepentingan. SPM Untan disusun dengan memperhatikan Renstra

Untan dan Roadmap capaian visi Untan.
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1.5. Ruang Lingkup SPM
Ruang lingkup SPM meliputi semua layanan yang diberikan Untan kepada
sivitas akademika dan stakeholder pendidikan lainnya yang meliputi:
1. Pendidikan:
a. standar kempetensi lulusan;
b. standar isi pembelajaran;
. standar proses pembelajaran;

C
d. standar penilaian pembelajaran;

e. standar dosen dan tenaga kependidikan;

f. standar sarana dan prasarana pembelajaran,;
g. standar pengelolaan pembelajaran; dan

h. standar pembiayaan pembelajaran.

2. Penelitian:

a. standar hasil penelitian;

b. standar isi penelitian;

c. standar proses penelitian;

d. standar penilaian penelitian;

e. standar peneliti;

f. standar sarana dan prasarana penelitian;
g. standar pengelolaan penelitian; dan
h

. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Pengabdian kepada Masyarakat:
a. standar hasil pengabdian masyarakat;

b. standar isi pengabdian masyarakat;

c. standar proses pengabdian masyarakat;

d. standar penilaian pengabdian masyarakat;

e. standar pelaksana pengabdian masyarakat;

f. standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat;

g. standar pengelolaan pengabdian masyarakat; dan

h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.

4. Layanan administrasi:
a. layanan administrasi kemahasiswaan;
b. layanan administrasi keuangan;

c. layanan administrasi kepegawaian;
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d. layanan administrasi barang milik negara; dan

e. layanan administrasi umum.

Penetapan standar dibutuhkan Untan sebagai acuan dasar dalam
mewujudkan visi dan menjalankan misinya yang dituangkan dalam bentuk
kriteria dan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan. Standar
tersebut juga dapat digunakan sebagai alat pemacu peningkatan kinerja Untan
dalam memberikan layanan yang berkualitas untuk mendorong terwujudnya
transparansi dan akuntablilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok
Untan. Standar juga merupakan komitmen Untan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan
kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan yang
ingin dicapai Untan selama kurun waktu pencapaian SPM tahun 2016 sampai
tahun 2020, yang dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan
penganggaran. Indikator pencapaian kinerja disajikan dalam bentuk matriks

indikator keberhasilan setiap standar.

2. SPM UNTAN

SPM Untan disusun dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan,
pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan pelayanan serta biaya untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan. SPM Untan bersifat sederhana, konkrit
dengan indikator yang mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan batas waktu pencapaian yang pasti.
Penyusunan SPM Untan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan,
prioritas, kemampuan keuangan lembaga, dan sumber daya manusia yang
tersedia, serta mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Komponen SPM Untan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman
Standar Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi pelayanan
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan
administrasi. Dalam SPM Untan, komponen pelayanan terdiri atas jenis-jenis
pelayanan yang diberikan, disesuaikan dengan Standar Akademik Untan yang
merupakan penjabaran dari Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian,
implementasi SPM Untan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, sederhana,

konkrit, terukur, dan bertanggungjawab.
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2.1 Standar Pendidikan

Komponen pelayanan minimum pendidikan Untan terdiri atas
subkomponen kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran,
penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan
pembelajaran. Setiap sub komponen pelayanan pendidikan, dijabarkan ke
dalam jenis-jenis layanan. Setiap jenis layanan memiliki indikator serta target

waktu pencapaian indikator kinerja tersebut tercantum dalam format SPM.

2.1.1.8tandar Kompetensi Lulusan

Kebijakan implementasi pengembangan Untan diarahkan pada 3 (tiga)
bidang, yaitu (1) bidang pendidikan dan pengajaran difokuskan pada
kemampuan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkepribadian, (2)
bidang penelitian difokuskan pada kajian-kajian pembangunan dan
menawarkan model-model pembangunan yang siap pakai, dan (3) bidang
pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada penyediaan informasi ilmiah,
baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pada bidang pertama, meliputi mutu komponen input (mahasiswa), proses
beserta outputnya, yang secara keseluruhan melingkupi program aktivitas
pembelajaran. Peningkatan kinerja ketiga arah pengembangan tersebut tidak
terlepas dari sistem pelayanan pendidikan yvang diterapkan oleh Untan, yakni
mengelola pendidikan multi strata berupa program sarjana (S1), dan program
pasca sarjana (S2 dan S3). Dalam rangka meningkatkan kualitas input
(mahasiswa), Untan melaksanakan proses penerimaan mahasiswa melalui
sistem penyaringan, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN]), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan
Jalur Mandiri. Sementara sistem penerimaan mahasiswa program S2 dan S3

dilakukan secara mandiri oleh Program Pasca Sarjana Untan.
Standar kompetensi lulusan terdiri atas:

a. program studi;

b. tujuan pendidikan;

c. sistem penerimaan mahasiswa baru;
d. proses penerimaan;

e. registrasi mahasiswa;

f. penerbitan ijazah;
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g. peningkatan kompetensi mahasiswa; dan

h. penyediaan system penyaluran lulusan mahasiswa.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Program Studi

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Untan berjumlah 96

(sembilan puluh enam) program studi yang meliputi program studi diploma,

sarjana, pascasarjana, dan pendidikan profesi. Program-program studi tersebut

tersebar di 9 (sembilan) fakultas. Rincian program studi tersebut disajikan di

dalam Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5.

Tabel 2.1 Program Diploma

No.

Fakultas

Jurusan

Program Studi

Pertanian

Budidaya Pertanian

Budidaya Tanaman Perkebunan (D3)

ISIP

Ilmu Administrasi

Administrasi Perkantoran (D3)
Kesekretariatan (D3)
Kearsipan (D3)

Sosiologi

Pekerja Sosial (D3)

IKIP

Ilmu Pendidikan

Perpustakaan (D3)

Tabel 2.2 Program Sarjana

Fakultas

Jurusan

Program Studi

Hukum

Ilmu Hukum

Ekonomi

Ilmu Ekonomi

Ekonomi Pembangunan
Ekonomi Islam

Manajemen

Manajemen

Akuntansi

Akuntansi

Pertanian

Agroteknologi

Agroteknologi

Agronomi

Ilmu Tanah

TIlmu Peternakan

Ilmu dan Teknologi Pangan

Sosial Ekonomi
Pertanian

Agribisnis
Manajemen Sumberdaya Perairan

Teknik

Teknik Sipil

Teknik Sipil

Teknik Arsitektur

Teknik Lingkungan

Teknik Pertambangan
Teknik Perencanaan Wilayah
Teknik Kelautan

Teknik Elektro

Teknik Elektro
Teknik Informatika
Teknik Industri
Teknik Mesin
Teknik Kimia

Ilmu Sosial
dan Ilmu
Politik

Ilmu Administrasi

Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Pemerintahan

TIlmu Politik

Ilmu Komunikasi
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No. Fakultas Jurusan Program Studi
TIlmu Hubungan Internasional
Sosiologi Tlmu Sosiatri
Ilmu Sosiologi
Antropologi Sosial
6 | Keguruan Tlmu Pendidikan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan
dan Ilmu Rekreasi
Pendidikan Pendidikan Guru PAUD
Pendidikan Guru SD
Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Bahasa dan Sastra
Seni Indonesia
Pendidikan Bahasa Inggris
Pendidikan Seni Tari dan Musik
Pendidikan Bahasa Mandarin
Pendidikan IImu Pendidikan Ekonomi
Pengetahuan Sosial Pendidikan Sosiologi
Pendidikan Bimbingan dan Konseling
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Pendidikan Sejarah
Pendidikan IPS
Pendidikan Geografi
Pendidikan MIPA Pendidikan Matematika
Pendidikan Biologi
Pendidikan Kimia
Pendidikan Fisika
7 | Kehutanan Kehutanan Kehutanan
8 | Matematika Matematika Matematika
dan Ilmu Statistika
Pengetahuan | Fisika Fisika
Alam Geofisika
Kimia Kimia
Biologi Biologi
Sistem Komputer Sistem Komputer
Ilmu Kelautan Ilmu Kelautan
Sistem Informasi Sistem Informasi
9 Kedokteran Pendidikan Dokter Pendidikan dokter
Farmasi Farmasi
Keperawatan Ilmu Keperawatan
Tabel 2.3 Program Magister/Strata-2
No Magister Program Studi (PS)
1 | Manajemen Magister Manajemen:
Manajemen Keuangan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Pemasaran
Akuntansi Manajemen dan Pengendalian
2 | lmu-Ilmu Sosial IImu Administrasi Negara
Sosiologi
IImu politik
TIlmu Hukum Ilmu Hukum
4 | Teknik Teknik Sipil
Teknik Elektro
5 | Manajemen Agribisnis Manajemen Agribisnis
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No Magister Program Studi (PS)

6 | Magister pendidikan Pendidikan Bahasa Indonesia
Teknologi Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
PGSD
Pendidikan Matematika
Pendidikan Ekonomi
Administrasi Pendidikan
Pendidikan Sosiologi

7 | Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi:
Ekonomi dan Bank
Ekonomi Perkotaan dan Perbatasan
Keuangan Dacrah

8 | Magister Pertanian Agroteknologi
Ilmu Lingkungan

9 | Magister Sains Kimia

10 | Magister Kehutanan Ilmu Kehutanan

Tabel 2.4 Program Doktor/Strata-3
No Program studi (PS)
1 | llmu Ekonomi
2 | Ilmu Manajemen
Tabel 2.5 Program Profesi
No Program studi (PS)
1 | Pendidikan Profesi Akutansi (PPAK)
Ners
3 | Apoteker
b. Tujuan Pendidikan

(1)

(2)

Tujuan pendidikan pada setiap strata pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan Program Diploma

Tujuan pendidikan program diploma diarahkan pada lulusan
menguasai kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi tertentu
dan mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya,

serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar

keterampilan manajerial yang dimilikinya.

Pendidikan Program Sarjana

Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi

sebagai berikut:
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